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1BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Pasar pelumas domestik tergolong pasar yang muda belia.
Setelah dikeluarkannya deregulasi pemerintah untuk membuka kran
impor minyak pelumas pada Tahun 2000, barulah pasar ini bergejolak.
bermunculan banyak pelaku pasar yang secara keseluruhan menawarkan
produk yang hampir serupa. Untuk menjadi yang terkuat, maka
perusahaan harus mempunyai keunggulan bersaing yang sukar untuk
ditiru oleh kompetitor lainnya (http://karya-ilmiah .um.ac.id /index
.php/manajemen/article/view/5952: 18 november 2016; pukul 02:05
WIB).
Ekuitas merek yang terdiri dari empat komponen utama yaitu
kesadaran merek (brand awareness), asosiasi merek (brand association),
persepsi kualitas (percieved quality), dan loyalitas merek (brand loyalty)
merupakan suatu asset dan kewajiban yang mampu memberikan nilai
tersendiri. Pengelolaan ekuitas merek secara baik akan mengantarkan
perusahaan mendapatkan posisi yang unggul daripada lainnya. Karena pada
dasarnya, dengan ekuitas merek yang kuat maka tujuan pemasar untuk selalu
mengembangkan dan merebut pasar akan lebih mudah tercapai
(https://communicationista.wordpress.com/2009/07/03/branding-strategy/: 18
november 2016; pukul 02:05 WIB). .
Pada relitasnya, merek menjadi salah satu wujud karya intelektual
yang memiliki peranan penting bagi kelancaran dan peningkatan perdagangan
barang atau jasa dalam kegiatan perdagangan dan investasi. Merek (dengan
“brand image”-nya) dapat memenuhi kebutuhan konsumen akan tanda
pengenal atau daya pembeda yang teramat penting dan merupakan jaminan
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Merek adalah aset ekonomi bagi pemiliknya, baik perorangan maupun
perusahaan (badan hukum) yang dapat menghasilkan keuntungan besar,
tentunya bila didayagunakan dengan memperhatikan aspek bisnis dan proses
manajemen yang baik. “ Demikian pentingnya peranan Merek ini, maka
terhadapnya suatu merek secara yuridis pemilik merek memperoleh
perlindungan hukum atas merek tersebut.
fungsi merek amatlah penting bagi pemilik merek itu sendiri dan juga
bagi para konsumen yang menggunakan barang atau jasa merek tersebut.
Maka dari itu perlu adanya usaha untuk memberikan perlindungan. Dengan
perlindungan tersebut maka pemilik merek terlindungi mereknya dan
konsumen tidak dirugikan karena ada pihak-pihak yang tidak berhak
menggunakannya (Haryono,2012).
Dalam konteks Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang dibuat
dengan tujuan pokok untuk meningkatkan harkat dan martabat konsumen ini,
menawarkan dua strategi dasar yaitu di satu sisi melalui upaya
memberdayakan konsumen, yang akan ditempuh dengan cara meningkatkan
pengetahuan, kesadaran, kepedulian, kemampuan dan kemandirian konsumen,
untuk melindungi dirinya sendiri, sedangkan di sisi lain ditempuh melalui
upaya untuk menciptakan dan mendorong iklim usaha yang sehat dan
tangguh. Akan tetapi yang menjadi pertanyaan, apakah dua strategi dasar
tersebut pada kenyataan sekarang ini dapat berperan secara optimal untuk
melindungi konsumen.
Perkembangan masyarakat dewasa ini berimbas pada perkembangan
dunia usaha, terutama pada bidang perdagangan barang maupun jasa.
Kegiatan usaha tersebut, disamping memberikan manfaat yang cukup
signifikan bagi masyarakat, juga memunculkan adanya polemik serta
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kegiatan usaha ini, sangat menarik untuk dikaji lebih dalam lagi.
Dunia usaha baik yang berupa perdagangan barang dan/ jasa tidak
terlepas dari adanya pelaku usaha (pihak yang menyediakan dan/ atau
memberikan atau menjual barang dan / atau jasa) dan konsumen (dengan
pengertian umum pihak yang menggunakan atau membeli dan/ atau
memanfaatkan barang dan/ atau jasa). Masalah yang sering ditimbulkan dari
aktifitas perdagangan ini tidak hanya  karena adanya ketidakpuasan dari
konsumen, akan tetapi hal tersebut tidak terlepas dari adanya persaingan bebas
antar pelaku usaha untuk mengeruk keuntungan sebesar-besarnya, yang
mendorong pelaku usaha mengesampingkan kualitas dari produk barang
maupun jasa yang mereka tawarkan. Hal tersebut mengakibatkan pihak
konsumen lah yang paling dirugikan.
Persaingan antar pelaku usaha pada dasarnya sah-sah saja dan apabila
dilakukan dengan didasari persaingan sehat yang tidak merugikan pihak
manapun. Persaingan yang dilakukan atas dasar perbandingan kualitas mutu
dari barang/jasa yang didukung pelayanan yang baik, keterbukaan informasi
dari pelaku usaha kepada konsumen tentu akan sangat bermanfaat bagi pelaku
usaha maupun kepada masyarakat luas sebagai konsumen. Persaingan usaha
yang tidak sehat bisa saja merugikan bagi pelaku usaha lain, serta
kemungkinan terburuknya konsumen yang akan menjadi korban.
Perlindungan konsumen merupakan suatu keharusan yang wajib untuk
ditingkatkan mengingat pada dasarnya setiap orang di Indonesia merupakan
konsumen (Celina Tri SK,2008: 5).
Tidak dapat dipungkiri, bahwa dalam praktek-praktek perdagangan
(baik ketika proses perdagangan maupun setelah proses perdagangan terjadi)
banyak ditemui akan adanya suatu pelanggaran-pelanggaran terhadap apa
yang menjadi hak konsumen (sebagai pengguna barang dan/ atau jasa)
ataupun pelanggaran pelaku usaha ketika menawarkan dan menjualkan
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pada akhirnya mengkonsumsi produk yang ditawarkan tersebut. Dari
keterbukaan ruang arus perdagangan barang dan/ jasa akan memberikan
begitu banyak tantangan baik sebagai konsumen, produsen/pengusaha ataupun
pemerintah, salah satu aspeknya adalah bahwa akan semakin meningkat
permasalahan perlindungan konsumen (Husni S, Neni Sri I,2000: 6).
Oli di mesin kendaraan ibarat vitamin bagi tubuh manusia. Jika
kekurangan vitamin, badan pasti lunglai. Begitu pula jika oli di mesin
kendaraan jelek. Bahkan paling fatal bisa membuat kendaraan tiba-tiba
mogok. Terkadang mesin bisa rusak tiba-tiba. Dengan kata lain, pelumas
memiliki peranan penting bagi mesin kendaraan.
Semakin bagus oli yang digunakan, maka akan baik pula kualitas dan
daya tahan mesin. Sebab, cairan kental ini berperan melicinkan pergerakan
seluruh komponen dalam mesin untuk mencegah terjadi pergesekan
antarkomponen yang terbuat dari logam. Selain sebagai pendingin dan
pembersih mesin, pelumas juga mampu menurunkan suhu panas yang
ditimbulkan pergesekan antar komponen dalam mesin.
Di pasaran banyak sekali merek dan jenis pelumas. Banyaknya pilihan
ini terkadang membuat bingung pemilik kendaraan. Namun mereka tetap
harus memilih salah satu oli untuk mesin kendaraannya agar kesehatan mesin
tetap terjaga. Tak mengherankan, bila bisnis oli sangat menggiurkan.
Dari waktu ke waktu, jumlah oli palsu di pasaran tak kunjung surut.
Bahkan selalu bertambah. Penangkapan dan penggerebekan para pembuat dan
pengedar oli palsu tak membuat jera para pelaku bisnis kotor ini. Selalu saja
ada kelompok lain yang nekat berbuat hal serupa. Kondisi diperparah dengan
kiprah bengkel "nakal" yang mempunyai kontribusi khusus dalam
mengedarkan oli palsu.
Penggerebekan pabrik oli ( pelumas mesin )  palsu yang dilakukan
oleh polres Sukabumi di Kampung Cibebergirang, Desa Tenjoayu, Kecamatan
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sample dimana pemalsuan suatu produk yang dalam hal ini adalah oli ( pelumas
mesin ) yang bukan hanya merugikan produsen namun juga konsumen dimana
mengurangi umur mesin tapi juga performa serta keselamatan pagi konsumen itu
sendiri,(http://www.beritasatu.com/hukum-kriminalitas/338731-polisi-grebek-pabrik-
oli-palsu-di-sukabumi.html: diakses pada tanggal 14 agustus 2016 pukul 05:00 wib)
Bagaikan jarum ditumpukan jerami, ‘Oli Palsu’ tetap beredar walau kerap
digerebek. Kini cakupan bisnisnya tidak lagi membuka praktek berskala besar.
Namun terkoordinir dalam skala industri rumahan. Para ‘pengedar’ oli palsu
memiliki sejumlah modus dalam melancarkan aksinya. Mereka bekerja berdasarkan
kelompok-kelompok kecil dengan fungsi tugas masing-masing. Hal ini penting
karena hanya hukum yang memiliki kekuatan untuk memaksa pelaku usaha
untuk mentaatinya, dan juga hukum memiliki sanksi yang tegas. Mengingat
dampak penting yang dapat ditimbukan akibat tindakan pelaku usaha yang
sewenang-wenang dan hanya mengutamakan keuntungan dari bisnisnya
sendiri, maka pemerintah memiliki kewajiban untuk melindungi konsumen
yang posisinya memang lemah (Susanti Adi Nugroho, 2008: 2).
Menurut Pasal 7 huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999
Tentang Perlindungan Konsumen dijelaskan sudah menjadi keharusan atau
kewajiban bagi pelaku usaha untuk mencantumkan petunjuk penggunaan,
informasi dan peringatan yang menunjang keselamatan bagi konsumen
pemakai, pada produk-produk pelumas mesin yang dijual di pasaran. Menurut
undang-undang tersebut salah satu kewajiban pelaku usaha adalah
”memberikan informasi yang benar, jelas, jujur mengenai kondisi dan jaminan
barang atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan
pemeliharaan”.
Selain itu pelaku usaha juga tidak melaksanakan aturan yang dilarang
pada Pasal 8 ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang
Perlindungan Konsumen bahwa Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau
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informasi  dan/atau  petunjuk  penggunaan  barang  dalam  bahasa  Indonesia
sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku”.
Menurut UUPK, pelanggaran pada Pasal 8 Undang-Undang Nomor 8
tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dapat mengakibatkan pelaku
usaha dikenakan sanksi pidana. Mengenai sanksi pidana diaturnya pada Pasal
62 ayat (1) yang berbunyi: “Pelaku usaha yang melanggar ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2),
Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c huruf e, ayat (2) dan Pasal
18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana
denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah)”.
Dalam kaitannya dengan Pasal 7 huruf b dan Pasal 8 Pasal 1 huruf j,
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen bahwa
pelaku usaha dapat dikatakan tidak melaksanakan kewajibannya dalam
memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan
jaminan pada produk pelumas mesinyang dijualnya.
Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penulis tertarik untuk
mangangkat judul : “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pelumas
Mesin Palsu Sebagai Upaya Pencegahan Kerugian yang Diderita Konsumen
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan
Konsumen
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah di paparkan sebelumnya,
penulis merumuskan permasalahan yang akan dibahas dan diteliti lebih
mendalam. Adapun beberapa permasalahan yang akan dibahas dalam
penelitian ini adalah :
71. Apakah peraturan perundangan yang berlaku sudah cukup memberikan
perlindungan terhadap  konsumen atas pelumas mesin palsu ?
2. Bagaimana penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan konsumen terkait
pelumas mesin palsu ?
3. Apakah ganti rugi yang didapat konsumen terhadap pelumas mesin palsu ?
C. Tujuan Penelitian
Berdasarkan perumusan masalah yang telah dinyatakan sebelumnya
maka untuk mengarahkan suatu penelitian maka diperlikan adanya tujuan dari
suatu penelitian. Tujuan penelitian dikemukakan secara deklaratif, dan
merupakan pernyataan-pernyataan yang hendak dicapai dalam penelitian
tersebut (Soerjono Soekanto, 2010 : 118 ).
Dalam setiap penelitian, dapat dipastikan bahwa terdapat tujuan yang
ingin dicapai untuk mendapatkan pemecahan masalah yang dihadapi. Maka
dari permasalahan yang telah dikemukakan di atas, tujuan penulisan hukum
ini adalah:
1. Tujuan Objektif
a. Untuk mengetahui tentang perlindungan konsumen atas peredaran oli
palsu berdasarkan peraturan yang berlaku
b. Untuk mengetahui penyelesaian sengketa dalam perlindungan hukum
berdasarkan peraturan yang berlaku.
c. Untuk mengetahui tentang ganti rugi yang dapat diterima oleh konsumen
terkait beredarnya oli palsu.
2. Tujuan Subjektif
a. Untuk menambah, memperluas wawasan, dan kemampuan penulis
mengkaji masalah di bidang Hukum pada umumnya.
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pada bidang Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Univesitas Sebelas Maret.
c. Menerapkan ilmu dan teori-teori hukum yang telah penulis peroleh agar
dapat member manfaat bagi penulis sendiri pada khususnya, dan
masyarakst pada umumnya.
D. Manfaat Penelitian
Di dalam penelitian sangat diharapkan adanya manfaat dan kegunaan
dari penelitian, karena suatu penelitian ditentukan oleh besarnya manfaat yang
dapat diambil dari penelitian tersebut. Penulis berharap bahwa dari penelitian
penulisan hukum ini akan bermanfaat bagi pembaca pada umumnya maupun
penulis sendiri pada khususnya. Adapun manfaat yang diharapkan dapat
diambil dalam pnelitian ini sebagai berikut :
1. Manfaat Teoritis
a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan
pemikiran yang lebih baik kepada seluruh masyarakat di Indonesia
bahwa untuk masalah perlindungan konsumen atas oli palsu sesuai
dengan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang No.8 Tahun
1999.
b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah  referensi dan literatur
dalam pengembangan ilmu hukum.
c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan peran bagi
perkembangan teoritis bagi lingkup hukum di Indonesia.
2. Manfaat Praktis
a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pengembangan
penalaran, membantu dan memberikan masukan kepada berbagai
pihak dalam masalah yang sama.
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kritis sekaligus untuk mengetahui sejauh mana kemampuan penulis
dalam menerapkan ilmu yang diperoleh.
c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan
pengetahuan bagi berbagai pihak dalam penelitian-penelitian sejenis
lainnya.
E. Metode Penelitian
Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan
analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan
konsisten. Metodologis berarti sasuai dengan metode atau cara tertentu,
sistematis adalah berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti tidak
adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu (Soerjono
Soekanto, 2010 : 42 ).
Agar penelitian ilmiah dapat berjalan dengan tujuan, maka perlu
menggunakan suatu metode penelitian yang baik dan tepat untuk
mendapatkan data yang sesuai dengan tujuan penelitian, juga akan
mempermudah pengembangan data yang diperoleh.
Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini
dapat dijelaskan sebagai berikut :
1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian dalam penelitian hukum ini adalah jenis penelitian
hukum normatif. Penelitian hukum normatif memiliki definisi yang sama
dengan penelitian doktrinal yaitu berdasarkan  bahan-bahan hokum
(library based) yang fokusnya pada membaca dan mempelajari bahan-
bahan hokum primer dan sekunder. Sehingga dalam penelitian hukum
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dilakukan untuk menghasilkan argument, teori atau konsep baru sebagai
preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi (Peter Mahmud
Marzuki, 2013:55-56).
2. Sifat Penelitian
Sifat penelitian dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum
preskriptif. Ilmu hokum mempunyai karakteristik sebagai ilmu yang
bersifat preskriptif dan terapan. Dalam hal ini, obyek ilmu hokum adalah
koherensi antara norma hokum dan prinsip hokum, antara aturan hokum
dan norma hokum. Serta koherensi antara tingkah laku bukan prilaku
individu dengan norma hokum (Peter Mahmud Marzuki, 2013:55-56).
3. Pendekatan Penelitian
Jenis pendekatan penelitian yang penulis gunakan Dalam penelitian
hukum ini, Penulis akan menggunakan pendekatan konseptual dan
pendekatan perundang-undangan dengan alasan bahwa harus adanya
perlindungan konsumen dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999
tentang Perlindungan konsumen terhadap konsumen oli ( pelumas mesin )
4. Jenis dan Sumber Data Peneltian
Secara umum dalam penelitian dibedakan antara data yang diperoleh
secara langsung dari masyarakat dan dari bahan pustaka. Data yang
diperoleh langsung dari masyarakat dinamakan data primer, sedangkan
data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan adalah data sekunder (
Soerjono Soekanto, 2010 : 51 ). Jenis data yang digunakan penulis dalam
penyusunan penelitian hukum ini adalah
a. Data Sekunder
Merupakan sumber data berupa yang mengikat berasal dari
putusan pengadilan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999
tentang perlindungan konsumen sebagai peratutan utam yang
dikaji atas isu hukum tentang pemalsuan oli yang diderita
konsumen
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Serta bahan hukum sekunder berupa buku-buku di bidang
hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti serta
berbagai sumber media yaitu internet
5. Teknik Pengumpulan data
Teknik pengumpulan bahan hokum yang digunakan peneliti dalam
penelitian ini adalah studi dokumen atau studi kepustakaan, yaitu
pengumpulan dan idetifikasi bahan hokum yang didapat melalui uji
referensi, karangan ilmiah, dokumen resmi, makalah, jurnal, internet, serta
bahan-bahan yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang dibuat.
Kemudian bagan hokum disusun serta dikonstruksi dengan sistematis.
F. Sistematika Penulisan Hukum
Untuk lebih mempermudah dalam melakukan pembahasan,
penganalisaan, serta penjabaranisi dan penelitian ini, maka penulis
menyipakan suatu sistematika penulisan hukum yang terdiri dari 4 bab disertai
dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran yang sistematikanya sebagai
berikut :
BAB I PENDAHULUAN
Dalam bab ini penulis akan mengemukakan tentang latar belakang
masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian,
metedologi penelitian dan sistem penulisan hukum.
BAB II TINJAUAN PUSTAKA
Dalam bab yang ke dua ini memuat sub bab yaitu kerangka teori dan
kerangka pemikiran. Dalam kerangka teori penulis akan menguraikan tinjauan
umum tentang konsumen, pelaku usaha, oli palsu. Sedangkan dalam kerangka
pemikiran penulis akan menampilkan bagian kerangka pemikiran.
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BAB III PEMBAHASAN
Dalam bab ini penulis akan memaparkan hasil dari penelitian yang telah
dilakukan terkait dengan Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pelumas
Mesin Palsu Sebagai Upaya Pencegahan Kerugian yang Diderita Konsumen
Berdasarkan Undang-Untuk Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
BAB IV PENUTUP
Dalam bab ini penulis menguraikan mengenai kesimpulan yang dapat
diperoleh dari hasil penelitian dan pembahasan serta sara-saran yang relevan
dari peneliti.
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN
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BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
A. Kerangka Teori
1. Pengertian Konsumen
Dalam buku yang berjudul aspek-aspek hukum masalah
perlindungan konsumen A.Z Nasution menjelaskan bahwa istilah
konsumen berasal dari bahasa consumer (Inggris-Amerika) atau consument
(Belanda). Secara harfiah arti kata consumer adalah lawan dari produsen,
setiap orang yang menggunakan barang (A.Z. Nasution, 2002:3).
Pengertian konsumen dalam arti umum adalah pemakai, pengguna
barang dan/atau jasa untuk tujuan tertentu (A.Z. Nasution, 2002:6).
Sedangkan menurut Pasal 1 ayat  (2) UUPK konsumen adalah setiap
orang pemakai barang dan jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik
bagi kepentingan dirisendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk
hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.
Menurut Shidarta, subyek yang disebut sebagai konsumen berarti
setiap orang yang berstatus sebagai pemakai barang dan/atau jasa. Istilah
“orang” sebetulnya menimbulkan keraguan, apakah hanya orang
individual yang lazim disebut natuurlijke persoon atau termasuk juga
badan hukum (rechtpersoon). Hal ini berbeda dengan pengertian yang
diberikan untuk “pelaku usaha” dalam Pasal 1 Angka (3) yang secara
eksplisit membedakan kedua pengertian persoon di atas, dengan
menyebutkan kata-kata “orang perseorangan atau badan usaha”. Tentu
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yang paling tepat tidak membatasi pegertian konsumen itu sebatas pada
orang  perseorangan, namun konsumen harus mencakup juga badan usaha,
dengan makna lebih luas dari pada badan hukum (Shidarta. 2004:5-6).
Berdasarkan dari apa yang telah dikemukakan diatas maka dapat
disimpulkan unsur-unsur dari konsumen diatas sebagai berikut, yaitu:
1. Setiap Orang
a. orang
b. Badan Hukum
2. Pemakai
Pasal 1 angka (2) UUPK, kata “pemakai” menekankan
pada konsumen akhir (ultimate consumer). Istilah
“Pemakai” dalam hal ini lebih tepat digunakan dalam
rumusan ketentuan tersebut, sekaligus menunjukkan
barang dan/atau jasa yang dipakai tidak serta merta hasil
dari transaksi jual beli. Artinya, yang diartikan sebagai
konsumen tidak selalu harus memberikan prestasinya
dengan cara membayar uang untuk memperoleh barang
dan/atau jasa itu.
Dengan kata lain, dasar hubungan hukum antara
konsumen dan pelaku usaha tidak perlu harus kontraktual
(the privity of contract). Misalnya seseorang mendapat
hadiah dari temannya. Konsumen tidak sekedar pembeli,
tetapi semua orang (perorangan atau badan usaha) yang
mengonsumsi jasa dan/atau barang jadi, yang paling
penting terjadinya suatu transaksi konsumen berupa
pengalihan barang dan/atau jasa, termasuk pengalihan
kenikmatan dalam menggunakannya (Shidarta. 2004:6-7).
3. Barang dan jasa
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Menurut Shidarta, Undang-Undang Nomor 8 tahun
1999 Tentang Perlindungan Konsumen mengartikan
barang sebagai setiap banda baik berwujud maupun
tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak,
baik dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan,
yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai,
dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen.
Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang
Perlindungan Konsumen tidak menjelaskan perbedaan
istilah-istilah “diapakai, dipergunakan, atau
dimanfaatkan”.
Sementara itu, jasa diartikan sebagai setiap layanan
yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan
bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen.
Pengertian “disediakan bagi masyarakat” menunjukkan,
jasa itu  harus ditawarkan  kepada masyarakat.
Artinya, pihak yang ditawarkan harus lebih dari satu
orang. Jika demikian halnya, layanan yang bersifat
Khusus (tertutup) dan individual tidak tercakup
dalam pengertian tersebut. Kata-kata “ditawarkan
kepada masyrakat” itu harus ditafsirkan sebagai bagian
dari suatu transaksi konsumen. Artinya, sesorang yang
karena kebutuhan mendadak lalu menjual rumahya
kepada orang  lain, tidak dapat dikatakan
perbuatannya itu ebagai transaksi konsumen. Si
pembeli tidak dapat dikategorikan sebagai “konsumen”
menurut UUPK (Shidarta. 2004:8).
4. Kepentingan
a. Diri sendiri
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b. Keluarga
c. orang lain
d. Makhluk lain
5. Tersedia dimasyarakat
Barang dan/atau jasa yang ditawarkan kepada
masyarakat sudah harus tersedia di pasaran (Pasal 9 ayat 1
Huruf (e) UUPK). Menurut Shidarta dalam perdagangan
yang makin kompleks dewasa ini, syarat itu tidak mutlak
lagi dituntut oleh masyarakat konsumen. Misalnya,
perusahaan pengembang (developer) perumahan sudah
biasa mengadakan transaksi terlebih dahulu sebelum
bangunannya   jadi. Bahkan , untuk jenis-jenis transaksi
konsumen tertentu seperti future trading, keberadaan
barang yang diperjual belikan bukan sesuatu yang
diutamakan bagi kepentingan sendiri, keluarga, orang
lain, makhluk hidup lain. Menurut Shidarta, unsur yang
diletakkan dalam definisi itu mencoba untuk memperluas
pengertian kepentingan. Dari sisi teori kepentingan, setiap
tindakan manusia adalah bagian dari kepentingannya. Oleh
sebab itu, penguraian unsur tidak menambah makna apa-
apa karena pada dasarnya tindakan memakai suatu barang
dan-atau jasa (terlepas ditujukan untuk siapa dan makhluk
hidup lain), juga tidak terlepas dari kepentingan pribadi
(Shidarta. 2004:9).
6. Tidak untuk diperdagangkan
Pakar masalah konsumen di Belanda, Hondius menyimpulkan, para
ahli hukum pada umumnya sepakat mengartikan konsumen sebagai, pemakai
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produksi terakhir dari benda  dan  jasa.  Pengertian  konsumen  dapat  terbagi
dalam  3 (tiga) bagian, terdiri atas :
a. Konsumen dalam arti umum, yaitu pemakai, pengguna dan/atau
pemanfaat barang dan/atau jasa untuk tujuan tertentu;
b. Konsumen  antara, yaitu pemakai, pengguna dan/atau pemanfaat
barang dan/atau jasa untuk diproduksi (produsen) menjadi barang
dan/atau jasa lain atau untuk memperdagangkannya (distributor),
dengan tujuan komersial (sama dengan pelaku usaha);
c. Konsumen akhir adalah pemakai, pengguna dan/atau pemanfaat
barang dan/atau jasa untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri,
keluarga atau rumah tangganya dan tidak untuk   diperdagangkan
kembali   (Az. Nasution, 2001:5).
Konsumsi dari bahasa Belanda consumptie, adalah suatu kegiatan
yang bertujuan mengurangi atau menghabiskan daya guna suatu benda, baik
berupa barang maupun jasa, untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan secara
langsung. Jika tujuan pembelian produk tersebut untuk dijual kembali, maka
hal ini disebut sebagai konsumen arahan atau distributor.
Dengan membeli barang maupun jasa dari pelaku usaha, pada
dasarnya konsumen dengan pelaku usaha telah terikat hubungan keperdataan.
Akan tetapi, Undang-undang Perlindungan Konsumen juga memberikan
sanksi pidana apabila terjadi pelanggaran. Sesuai dengan yang tertulis dalam
pasal 45 ayat 3 UUPK “Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana
dimaksudkan pada ayat 2 tidak menghilangkan tanggung jawab pidana
sebagaimana diatur dalam undang-undang”.
Konsumen juga memiliki hak dan kewajiban sebagai indikator ada
atau tidaknya pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha. Undang-undang
Perlindungan Konsumen mengatur kewajiban yang harus dipenuhi oleh
konsumen dalam pasal 5. Kewajiban yang harus dipenuhi oleh konsumen,
antara lain :
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a) Membaca atau mengikuti petunjuk informasi pemakaian dan
pemanfaatan barang/jasa. Tujuannya adalah untuk menjaga
keamanan dan keselamatan bagi konsumen itu sendiri. Oleh
karena itu, konsumen perlu membaca dan meneliti label, etiket,
kandungan barang dan jasa, serta tata cara penggunaannya.
b) Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang/ jasa.
Itikad baik sangat diperlukan ketika konsumen akan bertransaksi.
Dengan itikad yang baik, kebutuhan konsumen terhadap barang
dan jasa yang diinginkannya bisa terpenuhi dengan penuh
kepuasan.
c) Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati. Konsumen
perlu membayar barang dan jasa yang telah dibeli, tentunya
dengan nilai tukar yang disepakati.
d) Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan
konsumen secara patut. Ketika dirasa ada keluhan terhadap
barang/jasa yang telah didapat, konsumen perlu secepatnya
menyelesaikan masalah tersebut dengan pelaku usaha. Perlu
diperhatikan agar penyelesaian masalah sebisa mungkin dilakukan
dengan cara damai. Jika tidak ditemui titik penyelesaian, cara
hukum bisa dilakukan asalkan memperhatikan norma dan
prosedur yang berlaku.
Kewajiban yang berlaku bagi konsumen sendiri merupakan upaya
preventif terjadinya kerugian bagi konsumen. Konsumen juga diharapkan bisa
berhati-hati dalam bertransakasi ekonomi maupun dalam hubungan
perdagangan.
Selain konsumen memiliki kewajiban yang harus mereka penuhi
dalam tiap transaksi perdagangan baik barang maupun jasa, konsumen juga
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mempunyai hak yang sama pentingnya untuk dipenuhi oleh pelaku usaha.
Ketentuan yang mengatur tentang hak-hak yang harus diperoleh konsumen
termuat dalam Pasal 4 Undang-undang Perlindungan Konsumen. Hak-hak
yang diperoleh konsumen, antara lain :
a) Hak atas kenyamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi
barang/jasa.
b) Hak untuk memilih dan mendapatkan barang/jasa sesuai dengan
nilai tukar dan kondisi seta jaminan yang dijanjikan.
c) Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi
dan jaminan barang/jasa.
d) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang/jasa
yang digunakan.
e) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya
penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
f) Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen.
g) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta
tidak diskriminatif.
h) Hak untuk mendapatkan konpensasi, ganti rugi, atau penggantian,
jika barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau
tidak sebagaimana mestinya.
i) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-
undangan lainya.
Sedangkan kewajiban konsumen menurut Pasal 5 UUPK adalah:
1)  membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan
prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa
demi keamanan dan keselamatan
2) beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian
barang dan/atau jasa;
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3) membayar sesuai dengan nilai tukar yang dispakati;
4) mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa
perlindungan konsumen secara patut;
Sehubungan dengan hak-hak konsumen diatas, maka   hak
konsumen pada huruf a dan c adalah yang paling terkait dengan
permasalahan diatas. Dengan pelaku usaha mencantumkan petunjuk
pemakaian dan/atau peringatan dan informasi untuk keamanan dan
keselamatan pemakai, maka hak-hak lain akan terpenuhi dengan
sendirinya. Tetapi seperti yang  penulis kemukakan diatas, bahwa
petunjuk informasi pemmakaian tidak dicantumkan oleh pelaku usaha, jadi
hak konsumen belum dipenuhi oleh pelaku usaha.
Konsumen berhak mendapatkan keamanan dari barang dan jasa,
maksudnya, produk barang dan/jasa itu tidak boleh membahayakan jika
dikonsumsi atau dipakai sehingga konsumen tidak dirugikan secara
jasmani atau rohani (Shidarta. 2004:21-22).
Jika dikaitkan dengan hak konsumen atas keamanan, maka setiap
produk yang mengandung resiko terhadap kemanan konsumen, wajib
disertai informasi berupa petunjuk pemakaian yang jelas. Menurut
Troelstrup, konsumen pada saat ini membutuhkan banyak informasi yang
lebih relevan dibandingkan dengan saat 50 tahun yang lalu. alasannya, saat
ini: (Shidarta. 2004:24-25)
2. Pelaku usaha
a. Pengertian pelaku usaha
tercantum dalam Pasal 1 Nomor 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen
yang menyebutkan bahwa :
“Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau
badan usaha baik baik yang berbentuk badan hukum
maupun bukan badan hukum yang diberikan dan
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berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah
hukum negara RI, baik sendiri maupun bersama-sama
melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha
dalam berbagai bidang ekonomi”.
Dalam penjelasan UUPK yang termasuk pelaku usaha yaitu
perusahaan, korporasi, BUMN, koprasi, importir, pedagang, distributor, dan
lain-lain. Jadi pengertian pelaku usaha dalam Undang-Undang Perlindungan
Konsumen tersebut luas sekali, karena pengertiannya tidak dibatasi hanya
pabrikan saja, melainkan juga para distributor (dan jaringannya), serta
termasuk para importir.
Menurut UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli
dan Persaingan Usaha Tidak Sehat menentukan pengertian
“pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan
usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan
hukum yang didirikan dan  berkedudukan atau melakukan
kegiatan dalam wilayah hukum negara  Republik Indonesia,
baik sendiri maupun bersama-sama, melalui perjanjian,
menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang
ekonomi”.
Janus sibadalok dalam bukunya ” Hukum Perlindungan Konsumen
Di Indonesia” menjelaskan bahwa; produsen sering diartikan sebagai
pengusaha yang menghasilakan barang jasa. Dalam pengertian ini termasuk
didalamya pembuat, grosir, leveransir, dan pengecer professional, yaitu
setiap orang atau badan yang ikut serta menyediakan barang dan jasa hingga
sampai ketangan konsumen. Sifat professional merupakan syarat mutlak
dalam hal menuntut pertanggungjawaban dari produsen ( Janus sibadalok,
2014; 13).
Menurut Abdulkadir Muhammad, pengusaha diartikan orang yang
menjalankan perusahaan maksudnya mengelola sendiri perusahaannya baik
22
dengan dilakukan sendiri maupaun dengan bantuan pekerja. Dalam
hubungan hukum konsumen, pengertian pengusaha menurut Mariam Darus
Badrulzaman memiliki arti luas yaitu mencakup produsen dan pedagang
perantara (tussen handelaar). Produsen lazim diartikan sebagai pengusaha
yang menghasilkan barang dan jasa. Menurut Agnes Toar, yang termasuk
dalam pengertian produsen adalah pembuat, grosir (whole-saler), leveransir
dan pengecer (detailer) profesional. Menurut Prof. Tan Kamello, SH. MS,
importir juga termasuk dalam pengertian produsen. Jadi, pembuat, grosir,
leveransir, importir dan pengecer barang adalah orang-orang yang terlibat
penyerdiaan barang dan jasa sampai ketangan konsumen. Menurut hukum,
mereka ini dapat diminta pertanggungjawaban atas kerugian yang diderita
konsumen, (Tan Kamello, makalah “Praktek Perlindungan Bagi Konsumen
Di Indonesia Sebagai Akibat Produk Asing Di Pasar Nasional, Disampaikan
Pada Pendidikan dan Pelatihan Manajemen Hukum Perdagangan, (Medan:
Departemen Perindustrian dan Perdagangan RI Kantor Wilayah Departemen
Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara, 1998), hal. 7.).
Dari sini dapat disimpulkan bahwa pelaku usaha adalah mereka yang
melakukan kegiatan usaha dari produksi sampan ke pengecer professional
dimana sifat professional merupakan syarat mutlak dalam hal menuntut
pertanggungjawaban dari produsen.
b. Hak Pelaku Usaha
1. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan
mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang
diperdagangkan.
2. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen
yang beritikad tidak baik.
3. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam
penyelesaian hukum sengketa konsumen.
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4. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum
bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau
jasa yang diperdagangkan.
5. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan
perundangundangan lainnya.
Batasan hak dan kewajiban pelaku usaha jelaslah mencerminkan
bahwa UUPK tidak hanya berusaha memberikan perlindungan kepada
konsumen, tetapi juga memberikan perlindungan kepada pelaku usaha yang
jujur dan beritikad baik sehingga mampu bersaing dengan sehat. Namun
demikian usaha perlindungan melalui UUPK tentu saja lebih ditujukan kepada
konsumen, karena kedudukan konsumen sendiri secara ekonomis memang
lebih lemah dibandingkan dengan kedudukan pelaku usaha.
c. Kewajiban Pelaku Usaha
1. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.
2. Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai
kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberikan
penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan.
3. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur
serta tidak diskriminatif.
4. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang di produksi dan/atau
diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang
dan/atau jasa yang berlaku.
5. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau
mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan
dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang
diperdagangkan.
6. Memberi kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian atas
kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang
dan/atau jasa yang diperdagangkan.
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7. Memberi kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian apabila
barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai
dengan perjanjian. Kecendrungan masyarakat konsumen hanya
bersandar kepada sejumlah lembaga advokasi konsumen, sesuai
dengan pasal 44 UUPK, yaitu dengan adanya pengakuan
pemerintah terhadap lembaga perlindungan konsumen swadaya
masyarakat yang mempunyai kegiatan yang meliputi, penyebaran
informasi dalam rangka meningkatkan kesadaran atas hak dan
kewajiban dan kehati-hatian konsumen dalam mengkonsumsi
barang dan jasa, memberikan nasehat kepada konsumen yang
memerlukannya, bekerjasama dengan instansi terkait dalam upaya
mewujudkan perlindunga konsumen, membantu konsumen dalam
memperjuangkan haknya, dan termasuk menerima keluhan atau
pengaduan konsumen.
d. Perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha
Untuk diketahui dimana telah tertuang dalam Bab IV Undang-Undang
No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dari pasal 8 sampai
dengan pasal 17. Dalam pasal 8 berbunyi sebagai berikut:
1. Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan
barang dan/atau jasa yang :
1. tidak memenuhi atau tidak sesuai standar yang
dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-
undangan;
2. tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih, atau netto, dan
jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan
dalam label atau etiket barang tersebut;
3. tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah
dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;
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4. tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau
kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket
atau keterangan barang, dan/atau jasa tersebut;
5. tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses
pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu
sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan
barang dan/atau jasa tersebut;
6. tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam, label,
etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang
dan /atau jasa tersebut;
7. tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka
waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas
barang tertentu;
8. tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal,
sebagaimana pernyataan “halal” yang dicantumkan dalam
label;
9. tidak memasang label atau membuat penjelasan barang
yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau
netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat
sampingan, nama dan alamat pelaku usaha, serta
keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan
harus dipasang/dibuat;
10. tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk
penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan
ketentuan perundang-undagan yang berlaku.
2. Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang rusak, cacat, atau
bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap
dan benar atas barang dimaksud.
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3. Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan
pangan yang rusak, cacat, atau bekas, dan tercemar, dengan atau
tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.
4. Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat
(2) dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut
secara wajib menariknya dari peredaran.
3. Tujuan dan Asas-asas Perlindungan Konsumen
Setiap peraturan perundang-undangan memiliki tujuan yang ingin
dicapai, baik secara sosiologis, filosofis maupun yauridis. Undang-undang
perlindungan konsumen menuangkan tiap tujuannya dalam pasal 3, tujuan dari
perlindungan konsumen adalah :
a) meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen
untuk melindungi diri;
b) mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara
menghindarkannya dari ekses negatif pemakaian barang dan/atau
jasa;
c) meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih,
menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
d) menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung
unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses
untuk mendapatkan informasi;
e) menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya
perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan
bertanggung jawab dalam berusaha;
f) meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin
kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan,
kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.
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Selain mengatur mengenai tujuan, Undang-undang Perlindungan
Konsumen juga memiliki asas-asas yang dituangkan dalam pasal 2. Asas-asas
yang berlaku dalam undang-undang konsumen antara lain adalah :
a) Asas Manfaat
Undang-undang Perlindungan Konsumen diharapkan dapat
memberikan manfaat yang seluas-luasnya, tidak hanya bagi
konsumen akan tetapi juga bagi pelaku usaha. Dengan adanya
undang-undang ini antara pelaku usaha maupun konsumen dapat
mempertahankan apa yang memang menjadi haknya.
b) Asas Keadilan
Asas ini menujukan bahwa antara pelaku usaha dengan
konsumen mempunyai kewajiban yang harus mereka penuhi dan
hak yang akan mereka dapatkan yang sama pentingnya. Semua
yang mengatur tentang hak dan kewajiban antara pelaku usaha
dengan konsumen diatur dalam pasal 4-7 Undang-undang
Perlindungan Konsumen.
c) Asas Keseimbangan
Asas ini menunjukan bahwa dalam penerapannya, pihak-pihak
yang terlibat dalam transaksi perdagangan barang maupun jasa,
kepentingannya dapat dilindungi secara seimbang. Tidak ada
tumpang tindih maupun adanya pihak yang lebih dilindungi
dibandingkan dengan yang lainnya.
d) Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen
Lahirnya undang-undang perlindungan konsumen diharapkan
dapat memberikan jaminan kepada konsumen mengenai produk,
penggunaan, dan pemanfaatan barang dan/ jasa. Pelaku usaha
sendiri diharapkan dapat meningkatkan persaingan usaha secara
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sehat dengan ketentuan-ketentuan tertentu yang terdapat dalam
undang-undang ini supaya tidak merugikan konsumen.
e) Asas Kepastian Hukum
Undang-undang ini dapat dijadikan acuan oleh konsumen
maupun pelaku usaha sebagai jaminan mereka dapat memperoleh
hak-haknya, apabila ada salah satu pihak merugikan dan tidak
mempunyai itikad baik.
4. Oli palsu
Dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) disebutkan bahwa oli
adalah minyak atau pelumas yang digunakan pada mesin baik motor maupun
mobil, (http://kbbi.web.id/oli; 18 november 2016; pukul 02:05 WIB).
Adapun, Oli mesin adalah cairan/fluida di dalam mesin yang berfungsi
untuk melindungi mesin saat bekerja, mendukung performa mesin dan
menghindari kerusakan mesin saat mesin dijalankan,
(http://motormobile.net/more.php?id=715; 18 november 2016; pukul 02:05
WIB).
Sedangkan palsu adalah tidak asli atau tidak tulen dan jika dikaitkan
dengan oli palse maka menjadi pemalsuan yaitu upaya atau tindakan
memalsukan dengan meniru bentuk aslinya, (http://kbbi.web.id/palsu; 18
november 2016; pukul 02:05 WIB).
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5. Kerangka Pemikiran
Keterangan :
Bagan diatas mencoba menjelaskan bagaimana undang-undang
perlindungan terhadap konsumen dimulai dari level konsumen dan pelaku usaha
sampai barang yang dalam hal ini adalah oli palsu sampai kepada konsumen dan
dalam bagan juga terdapat hal yang ingin disampaikan tentang bagaimana
memberikan perlindungan atas adanya pemalsuan oli dan bagaimana undang-
undang tersebut mengatur mengenai ganti rugi terhadap konsumen, bagaimana
proses penyelesaianya dan bagaimana ganti rugi itu diatur dalam Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 1999
Undang – Undang nomor 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen
Perlindungan hukum
terhadap  konsumen
dalam peraturan
perundang-undangan
Ganti rugi yang didapat
konsumen terhadap
pelumas mesin palsu
Konsumen Pelaku Usaha
Pemalsuan oli
Penyelesaian sengketa
dalam perlindungan hukum
terhadap konsumen
pelumas mesin palsu
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BAB III
HASIL PENELITIAN DAN
PEMBAHASAN
A. Perlindungan Hukum terhadap konsumen atas pelumas mesin palsu
dalam peraturan perundang-undangan.
Untuk mendukung mobilitas tinggi masyarakat Indonesia memilih
moda transportasi roda dua sebagai pilihan yang tepat bagi Indonesia, sebagai
negara  berkembang yang masyarakatnya mempunyai tingkat mobilitas tinggi
guna memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dengan akses kredit yang semakin
mudah dan ringan bagi masyarakat yang berpenghasilan cukup pun bisa
memiliki roda dua atau sepeda motor.
Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah kendaraan roda
dua atau sepeda motor tahun 2014 berjumlah 92,976,240 unit (Sumber:
www.bps.go.id diakses tanggal 28 Agustus 2016  pukul 02.12 WIB) dan terus
bertambah jumlahnya di tahun medatang. Di tahun 2014 menurut data statistik
yang dihimpun  Asosiasi  Industri  Sepeda Motor  Indonesia  (AISI) penjualan
sepeda motor mencapai 7,867,195  unit (Sumber: www.aisi.or.id diakses 28
Agustus 2016  pukul 02.15 WIB).
Kepopuleran roda dua atau sepeda motor turut mendongkrak bisnis
pasar pelumas domestik yang tergolong pasar yang muda belia, seperti
hal-nya sepeda motor bisnis pelumas mesin ikut meledak dipasaran
menjadikan oli hampir sama pentingya dengan komoditi lain seperti
beras. Setelah dikeluarkannya deregulasi pemerintah untuk membuka
kran impor minyak pelumas pada Tahun 2000, barulah pasar ini
bergejolak. bermunculan banyak pelaku pasar yang secara keseluruhan
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menawarkan produk dalam berbagai merek yang hampir serupa. Untuk
menjadi yang terkuat, maka perusahaan harus mempunyai keunggulan
bersaing yang sukar untuk ditiru oleh kompetitor lainnya menjadikan
mereka berlomba menonjolkan merek produk mereka.
Adapun merek memiliki nilai dari suatu merek yang disebut ekuitas
merek yang terdiri dari empat komponen utama yaitu kesadaran merek
(brand awareness), asosiasi merek (brand association), persepsi kualitas
(percieved quality), dan loyalitas merek (brand loyalty) merupakan suatu
asset dan kewajiban yang mampu memberikan nilai tersendiri. Pengelolaan
ekuitas merek secara baik akan mengantarkan perusahaan mendapatkan
posisi yang unggul daripada lainnya. Karena pada dasarnya, dengan ekuitas
merek yang kuat maka tujuan pemasar untuk selalu mengembangkan dan
merebut pasar akan lebih mudah tercapai.
Pada relitasnya, merek menjadi salah satu wujud karya intelektual
yang memiliki peranan penting bagi kelancaran dan peningkatan
perdagangan barang atau jasa dalam kegiatan perdagangan dan investasi.
Merek (dengan “brand image”-nya) dapat memenuhi kebutuhan konsumen
akan tanda pengenal atau daya pembeda yang teramat penting dan merupakan
jaminan kualitas produk atau jasa dalam suasana persaingan bebas. Oleh
karena itu Merek adalah aset ekonomi bagi pemiliknya, baik perorangan
maupun perusahaan (badan hukum) yang dapat menghasilkan keuntungan
besar, tentunya bila didayagunakan dengan memperhatikan aspek bisnis dan
proses manajemen yang baik. “ Demikian pentingnya peranan Merek ini,
maka terhadapnya.
Perkembangan teknologi yang tinggi mendorong meningkatnya
Industri otomotif nasional sudah mampu menembus angka penjualan jutaan
unit per tahunnya. Meski sudah berada di angka yang massif, namun
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perlindungan untuk konsumen sepeda motor dan mobil di Tanah Air masih
terbilang lemah. konsumen di Indonesia belum terbiasa atau bahkan tidak
mendapatkan perlindungan penuh dari kerusakan barang yang sifatnya cacat
produksi atau kesalahan sistem. Padahal ini termasuk dari salah satu
perlindungan keselamatan konsumen. Masyarakat masih dibiarkan berjalan
sendiri untuk mendapatkan hak perlindungan dan belum ada lembaga khusus
yang menaungi hal tersebut.  .
Perkembangan teknologi yang tinggi juga mendorong meningkatnya
produksi barang dan jasa. Hal ini juga berpengaruh pada hubungan penyedia
produk dengan konsumen, produk- produk yang semakin canggih
menimbulkan kesenjangan kebenaran informasi yang  sangat  dibutuhkan
konsumen. Dalam jurnal Perspectives on Consumerism  and Consumer
Protection Act in Nigeria juga  mengatakan “There is a global recognition
of the fact that there exists real and perceived imbalance of power relations
between the producers and consumers of goods and services. This imbalance
of power, as noted by several scholars in the field of marketing and
business in general appears always to the advantage of the producers, who
are strengthened by the traditional legal maxim ‘Caveat emptor’ (buyer
beware) and the ever growing free market philosophy, which seems to put the
producers at liberty to do whatever they want (Eze, Eluwa, and Nwobodo,
2010)” Artinya “Ada pengakuan global dari fakta bahwa terdapat
ketidakseimbangan yang nyata dan dirasakan dari hubungan kekuasaan
diantara produsen dan konsumen dari barang dan jasa. Ketidakseimbangan
kekuasaan ini, seperti dicatat oleh beberapa ahli pemasaran dan bisnis di
lapangan pada umumnya selalu menguntungkan produsen, yang telah
diperkuat oleh pepatah hukum tradisional ‘Caveat emptor’ (waspadalah
konsumen) dan filosofi pasar bebas, yang mana terlihat menempatkan
produsen pada kebebasan untuk melakukan apa yang mereka mau”.
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Menurut Celina Tri Siwi Kristiyanti, perlindungan terhadap konsumen
dipandang secara material maupun formal makin terasa sangat penting.
mengingat makin lajunya ilmu pengetahuan dan teknologi yang merupakan
motor penggerak bagi produktvitas dan efisiensi produsen atas barang dan
atau jasa yang dihasilkannya dalam rangka mencapai sasaran usaha. Dalam
rangka mengejar dan mencapai kedua hal tersebut, akhirnya baik langsung
maupun tidak langsung, konsumen lah yang pada umumnya akan merasakan
dampaknya. Dengan demikian, upaya-upaya untuk memberikan perlindungan
yang memadai terhadap kepentingan konsumen merupakan suatu hal yang
penting dan mendesak untuk segera dicari solusinya, terutama di Indonesia,
mengingat sedemikian kompleksnya permasalahan yang menyangkut
perlindungan konsumen, lebih-lebih menyongsong era perdagangan bebas
yang akan datang. Perlindungan konsumen dalam era pasar global menjadi
sangat penting, karena konsumen di samping mempunyai hak-hak yang
bersifat universal juga mempunyai hak-hak yang bersifat sangat spesifik yaitu
baik situasi maupun kondisi (Celina Tri Siwi Kristiyanti. 2008:5-6)
Ada tiga bidang hukum yang memberikan perlindungan secara umum
bagi konsumen yaitu bidang hukum perdata, pidana, dan administrasi negara.
Perlindungan di bidang perdata bertitik tolak dari tarik menarik kepentingan
antar sesama anggota masyarakat. Jika seseorang merasa dirugikan oleh
warga masyarakat lain, tentu ia menggugat pihak lain itu agar bertanggung
jawab secara hukum atas perbuatannya. Secara  pidana, tuntutannya tidak
lagi semata-mata karena pihak lain melanggar perjanjian.
Melalui hukum perdata, pelaku usaha yang menjual oli palsu kepada
konsumen dapat dikatakan melakukan unsur perbuataan melawan hukum
sesuai dengan  pasal 1365 KUHPerdata dan jika mengacu pada pasal ini maka
harus terpenuhi unsure perbuatan, kesalahan, kerugian dan hubungan sebab
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akibat antara kesalahan dan kerugian sehingga memunculkan tanggung jawab
pelaku usaha sebagai lingkup dari tanggung jawab pelaku usaha. Sedangkan
di ranah pidana, menjual oli palsu melanggar pasal 382 bis KUHP yang
berbunyi sebagai berikut:
Barang siapa untuk mendapatkan, melangsungkan atau memperluas hasil
perdagangan atau perusahaan milik sendiri atau orang lain, melakukan
perbuatan curang untuk menyesatkan khalayak umum atau seorang tertentu,
diancam, jika perbuatan itu dapat enimbulkan kerugian bagi konkuren-
konkurennya atau konguren-konkuren orang lain, karena persaingan curang,
dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda
paling banyak tiga belas ribu lima ratus rupiah.
Pelaku usaha yang kedapatan menjual oli palsu dapat kinenakan
ketentuaan pasal 383 KUHP tentang penipuan jual beli, pasal 112-119
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta serta pasal 90-94
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek.
Filosofi dari penuntutan secara pidana lebih luas dari pada itu, yaitu
untuk melindungi masyarakatnya. Untuk itu, penuntutan secara pidana tidak
dibebankan  kepada perorangan, tetapi kepada suatu instansi pemerintah,
tepatnya kejaksaan yang maksudnya untuk mewakili negara dan masyarakat
luas melindungi hak-hak warga negara dan warga masyarakat yang dirampas
oleh pihak lain. Dalam lapangan hukum administrasi negara, perlindungan
yang diberikan biasanya lebih bersifat tidak langsung, preventif dan proaktif,
namun hal ini dirasa masih kurang efektif sehingga diperlukan perlindungan
yang lebih khusus yaitu UUPK.
Urgensi dibentuknya peraturan di bidang perlindungan konsumen
ditanggapi pemerintah dengan membentuk suatu produk Undang-Undang di
tahun 1999 yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
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Konsumen (UUPK). Prinsip-prinsip pengaturan perlindungan konsumen di
Indonesia bukan berarti tidak ada sama sekali sebelum UUPK.
Dalam konteks UUPK yang dibuat dengan tujuan pokok untuk
meningkatkan harkat dan martabat konsumen ini, menawarkan dua strategi
dasar yaitu di satu sisi melalui upaya memberdayakan konsumen, yang akan
ditempuh dengan cara meningkatkan pengetahuan, kesadaran, kepedulian,
kemampuan dan kemandirian konsumen, untuk melindungi dirinya sendiri,
sedangkan di sisi lain ditempuh melalui upaya untuk menciptakan dan
mendorong iklim usaha yang sehat dan tangguh. Akan tetapi yang menjadi
pertanyaan, apakah dua strategi dasar tersebut pada kenyataan sekarang ini
dapat berperan secara efektif untuk melindungi konsumen?
Pelaksanaan Undang-undang perlindungan konsumen ini dimaksudkan
sebagai supaya untuk menjaga janji produsen apabila sewaktu-waktu produsen
menyalahi ketentuan yang telah ditentukan maka konsumen itu berhak untuk
managih ganti ruginya.
Upaya hukum untuk mencegah konsumen tidak dirugikan akibat
barang yang digunakan dalam keadaan rusak melalui pemenuhan kewajiban
pelaku usaha untuk melaksanakan kegiatan usaha dengan beritikad baik.
Pelaku usaha harus memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas
kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang yang
diperdagangkan tidak sesuai dengan yang dijanjikan (Marcelo Leonardo
Tuela,2014).
Dalam pelaksanaan undang-undang ini ada lembaga yang bertanggung
jawab dalam menangani masalah yang dialami konsumen yaitu LPK
(Lembaga Perlindungan Konsumen) dan YLKI (Yayasan Perlindungan
Konsumen Indonesia) Tugas utama dari kedua elemen ini adalah dapat
36
menindak tegas produsen yang menyalahi dan memberikan sebuah janji
kepada konsumen disaat konsumen mendapatkan ketidakpuasan atau kerugian
dalam membeli barang atau jasa.
Perlindungan konsumen di Indonesia dilaksanakan berdasarkan
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
(UUPK). UUPK dirumuskan dengan mengacu pada filosofi pembangunan
nasional, dimana dalam pembangunan nasional melekat upaya yang bertujuan
memberikan perlindungan kepada rakyat Indonesia.
Pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan perlindungan konsumen
sesuai Undang-undang Perlindungan Konsumen berada pada Menteri
Perdagangan. Secara hierarki (struktural dan fungsinya) tugas tersebut
dilimpahkan kepada Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan
Konsumen, yang kemudian dilaksanakan oleh Direktorat Pemberdayaan
Konsumen.
Perkembangan masyarakat dewasa ini berimbas pada perkembangan
dunia usaha, terutama pada bidang perdagangan barang maupun jasa.
Kegiatan usaha tersebut, disamping memberikan manfaat yang cukup
signifikan bagi masyarakat, juga memunculkan adanya polemik serta
permasalahan yang tidak sedikit. Permasalahan yang sering timbul dari
kegiatan usaha ini, sangat menarik untuk dikaji lebih dalam lagi.
Dunia usaha baik yang berupa perdagangan barang dan jasa tidak
terlepas dari adanya pelaku usaha (pihak yang menyediakan, memberikan atau
menjual barang dan jasa) dan konsumen (dengan pengertian umum pihak yang
menggunakan atau membeli atau memanfaatkan barang dan jasa). Masalah
yang sering ditimbulkan dari aktifitas perdagangan ini tidak hanya  karena
adanya ketidakpuasan dari konsumen, akan tetapi hal tersebut tidak terlepas
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dari adanya persaingan bebas antar pelaku usaha untuk mengeruk keuntungan
sebesar-besarnya, yang mendorong pelaku usaha mengesampingkan kualitas
dari produk barang maupun jasa yang mereka tawarkan. Hal tersebut
mengakibatkan pihak konsumen lah yang paling dirugikan.
Persaingan antara para pelaku usaha pada dasarnya sah-sah saja dan
apabila dilakukan dengan didasari persaingan sehat yang tidak merugikan
pihak manapun. Persaingan yang dilakukan atas dasar perbandingan kualitas
mutu dari barang/jasa yang didukung pelayanan yang baik, keterbukaan
informasi dari pelaku usaha kepada konsumen tentu akan sangat bermanfaat
bagi pelaku usaha maupun kepada masyarakat luas sebagai konsumen.
Persaingan usaha yang tidak sehat bisa saja merugikan bagi pelaku usaha lain,
serta kemungkinan terburuknya konsumen yang akan menjadi korban.
Perlindungan konsumen merupakan suatu keharusan yang wajib untuk
ditingkatkan mengingat pada dasarnya setiap orang di Indonesia merupakan
konsumen (Celina Tri SK,2008: 5).
Tidak dapat dipungkiri, bahwa dalam praktek-praktek perdagangan
(baik ketika proses perdagangan maupun setelah proses perdagangan terjadi)
banyak ditemui akan adanya suatu pelanggaran-pelanggaran terhadap apa
yang menjadi hak konsumen (sebagai pengguna barang dan jasa) ataupun
pelanggaran pelaku usaha ketika menawarkan dan menjualkan produk kepada
konsumen, sehingga akhirnya konsumen berminat sampai pada akhirnya
mengkonsumsi produk yang ditawarkan tersebut. Dari keterbukaan ruang arus
perdagangan barang dan jasa akan memberikan begitu banyak tantangan baik
sebagai konsumen, produsen/pengusaha ataupun pemerintah, salah satu
aspeknya adalah bahwa akan semakin meningkat permasalahan perlindungan
konsumen (Husni S, Neni Sri I,2000: 6).
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Oli di mesin kendaraan ibarat vitamin bagi tubuh manusia. Jika
kekurangan vitamin, badan pasti lunglai. Begitu pula jika oli di mesin
kendaraan jelek, tenaganya lemah tidak berdaya. Bahkan, paling fatal bisa
membuat kendaraan tiba-tiba mogok. Dan, tragisnya mesin bisa rontok tiba-
tiba. Dengan kata lain, pelumas memiliki peranan amat penting bagi mesin
kendaraan. Semakin bagus oli yang digunakan, maka akan baik pula kualitas
dan daya tahan mesin. Sebab, cairan kental ini berperan melicinkan
pergerakan seluruh komponen dalam mesin untuk mencegah terjadi
pergesekan antarkomponen yang terbuat dari logam. Selain sebagai pendingin
dan pembersih mesin, pelumas juga mampu menurunkan suhu panas yang
ditimbulkan pergesekan antarkomponen dalam mesin.
Di pasaran banyak sekali merek dan jenis pelumas. Banyaknya pilihan
ini terkadang membuat bingung pemilik kendaraan. Namun mereka tetap
harus memilih salah satu oli untuk mesin kendaraannya agar kesehatan mesin
tetap terjaga. Tak mengherankan, bila bisnis oli sangat menggiurkan. Merek
oli terkenal selalu ludes dibeli. Inilah lantas yang menggerakkan orang untuk
memalsukannya. Dari waktu ke waktu, jumlah oli palsu di pasaran tak
kunjung surut. Bahkan selalu bertambah. Penangkapan dan penggerebekan
para pembuat dan pengedar oli palsu tak membuat jera para pelaku bisnis
kotor ini. Selalu saja ada kelompok lain yang nekat berbuat hal serupa.
Kondisi diperparah dengan kiprah bengkel "nakal" yang mempunyai
kontribusi khusus dalam mengedarkan oli palsu.
Bagaikan jarum ditumpukan jerami, pemain ‘Oli Palsu’ tetap beredar
walau kerap digerebek. Kini cakupan bisnisnya tidak lagi membuka praktek
berskala besar. Namun terkoordinir dalam skala industri rumahan. Para
‘pemain’ oli palsu memiliki sejumlah modus dalam melancarkan aksinya.
Mereka bekerja berdasarkan kelompok-kelompok kecil dengan fungsi tugas
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masing-masing. Hal ini penting karena hanya hukum yang memiliki kekuatan
untuk memaksa pelaku usaha untuk mentaatinya, dan juga hukum memiliki
sanksi yang tegas. Mengingat dampak penting yang dapat ditimbukan akibat
tindakan pelaku usaha yang sewenang-wenang dan hanya mengutamakan
keuntungan dari bisnisnya sendiri, maka pemerintah memiliki kewajiban
untuk melindungi konsumen yang posisinya memang lemah (Susanti Adi
Nugroho, 2008: 2).
Menurut Shidarta, karena posisi konsumen yang lemah maka ia harus
dilindungi oleh hukum. Salah satu sifat, sekaligus tujuan hukum itu adalah
memberikan perlindungan (pengayoman) kepada masyarakat. jadi sebenarnya
hukum konsumen dan hukum perlindungan konsumen adalah dua bidang
hukum yang sulit dipisahkan dan ditarik batasannya (Shidarta. 2004:11)
Menurut pendapat Az. Nasution, hukum perlindungan konsumen
merupakan bagian dari hukum konsumen yang memuat asas-asas atau kaidah-
kaidah bersifat mengatur, dan juga mengandung sifat yang melindungi
kepentingan konsumen. Hukum konsumen diartikan sebagai  keseluruhan asas
dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara
berbagai pihak satu sama lain berkaitan dengan barang dan atau jasa
konsumen, di dalam pergaulan hidup dan dia juga mengakui asas-asas dan
kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah konsumen itu
tersebut dalam berbagai bidang hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis. Ia
menyebutnya, seperti hukum perdata, hukum dagang, hukum pidana, hukum
administrasi negara dan hukum internasional, terutama konvensi-konvensi
yang berkaitan dengan kepentingan-kepentingan konsumen (Shidarta.
2004:11-12)
Menurut Pasal 7 huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999
Tentang Perlindungan Konsumen menjelaskan sudah menjadi keharusan atau
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kewajiban bagi pelaku usaha untuk mencantumkan petunjuk penggunaan,
informasi dan peringatan yang menunjang keselamatan bagi konsumen
pemakai, pada produk-produk pelumas mesin yang dijual di pasaran. Menurut
undang-undang tersebut salah satu kewajiban pelaku usaha adalah
”memberikan informasi yang benar, jelas, jujur mengenai kondisi dan jaminan
barang atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan
pemeliharaan”.
Selain itu pelaku usaha juga tidak melaksanakan aturan yang dilarang
pada Pasal 8 ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang
Perlindungan Konsumen bahwa Pelaku usaha dilarang memproduksi atau
memperdagangkan barang atau jasa yang “tidak mencantumkan informasi
atau  petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan yang berlaku”.
Menurut UUPK, pelanggaran pada Pasal 8 Undang-Undang Nomor 8
tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dapat mengakibatkan pelaku
usaha dikenakan sanksi pidana. Mengenai sanksi pidana diaturnya pada Pasal
62 ayat (1) yang berbunyi: “Pelaku usaha yang melanggar ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2),
Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c huruf e, ayat (2) dan Pasal
18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana
denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah)”.
Dalam kaitannya dengan Pasal 7 huruf b dan Pasal 8 Pasal 1 huruf j,
pelaku usaha dapat dikatakan tidak melaksanakan kewajibannya dalam
memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan
jaminan pada produk pelumas mesin-nya.
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Kondisi konsumen sebagaimana dijelaskan diatas merupakan kondisi
yang sulit. Kewajiban yang tidak bisa dipenuhi oleh konsumen akan menjadi
bumerang bagi konsumen sendiri dan pelaku usaha juga akan menggunakan
hal  itu  sebagai  perisai  agar  terhindar  dari  tuduhan,  namun  tetap  saja
konsumen lah yang telah dirugikan. Menurut UUPK, penyelesaian sengketa
konsumen ternyata memiliki kekhasan. Sejak semula, para pihak yang
berselisih, khususnya dari pihak konsumen, dimungkinkan menyelesaikan
sengketa itu mengikuti beberapa lingkungan peradilan, misalnya peradilan
umum,   atau   konsumen   memilih   jalan   penyelesaian   diluar   pengadilan
(Shidarta. 2004:167).
Meskipun sudah ada payung hukum dalam memberikan perlindungan
bagi pelaku usaha dan konsumen, namun posisi tawar konsumen yang lebih
rendah sering memaksa konsumen cenderung mengalah. Hal ini membuat
penegakan hukum terkait perlindungan konsuemen menjadi kurang efektif.
Namun demikian bahwa peraturan perundangan yang berlaku sudah cukup
memberikan perlindungan terhadap  konsumen atas pelumas mesin.
B. Penyelesaian sengketa dalam Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen
Pelumas Mesin Palsu Sebagai Upaya Pencegahan Kerugian yang Diderita
Konsumen Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang
Perlindungan Konsumen.
Kondisi konsumen sebagaimana yang telah dijelaskan diatas
menjadikan konsumen dalam posisi lebih sulit. dengan posisi tawar yang lebih
rendah ,bila konsumen gagal memenuhi kewajiban yang dicantumkan dalam
UUPK, maka UUPK yang seharusnya untuk melindungi konsumen malah
berbalik merugikan konsumen, padahal mayoritas konsumen buta hukum.
ditambah Pelaku usaha memiliki pengetahuan yang lebih tentang informasi
42
atas keadaan produk yang dijualnya. Meraka umumnya berbeda pada posisi
lebih kuat, baik dari segi ekonomi dan tentunya pula dalam posisi tawar
Dalam kegiatan bisnis terdapat hubungan simbiosis antara pelaku
usaha dengan konsumen, baik berupa pelaku usaha dan konsumen baik berupa
barang maupun jasa. Kepentingan pelaku usaha adalah memperoleh
keuntungan semaksimal mungkin dari transaksi dengan konsumen, sedangkan
di sisi lain, konsumen berkepentingan untuk memperoleh kepuasan melalui
pemenuhan kebutuhannya terhadap produk tertentu. Dengan kata lain,
konsumen mempunyai hak untuk mendapatkan kualitas yang diinginkan.
Kepentingan antara konsumen dan pelaku usaha juga sangat berbeda.
Jika ada keluhan terhadap produknya, pelaku usaha akan mengupayakan
penyelesaian tertutup. Sementara itu konsumen berkepentingan agar
penyelesaian dilakukan lewat saluran umum supaya tuntas sebagaimana
dikatakan Laura Nader ( N.H.T. Siahaan, 2005:202 ).
Menurut UUPK, penyelesaian sengketa konasumen ternyata memiliki
kekhasan. Sejak semula, para pihak yang berselisih, khususnya dari pihak
konsumen, dimungkinkan menyelesaikan sengketa itu mengikuti beberapa
lingkungan peradilan, misalnya peradilan umum,   atau   konsumen   memilih
jalan   penyelesaian   diluar   pengadilan (Shidarta. 2004:167). Kerugian yang
dialami oleh konsumen akan menimbulkan hak konsumen untuk dapat
mengajukan gugatan kepada pelaku usaha. Hal ini diatur dalam Pasal 45
UUPK yang berbunyi:
1. Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku
usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan
sengketa antar konsumen dan pelaku usaha atau melalui
peradilan yang berada di lingkungan di peradilan umum.
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2. Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh  melalui
pengadilan atau diluar pengadilan berdasarkan pilihan
sukarela para pihak yang bersengketa.
3. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) tidak menghilangkan tanggung
jawab pidana  sebagaimana diatur dalam Undang-
undanng.
4. Apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa
konsumen di luar pengadilan, gugatan melalui pengadilan
hanya dapat ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan
tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh para pihak
yang bersengketa.
Sengketa konsumen di sini dibatasi pada sengketa perdata. Masuknya
suatu sengketa/perkara ke depan pengadilan bukanlah karena kegiatan sang
hakim, melainkan karena inisiatif dari pihak yang bersengketa dalam hal ini
penggugat baik itu produsen atau konsumen. Pengadilan yang memberikan
pemecahan atas hukum perdata yang tidak dapat bekerja di antara para pihak
secara sukarela (Celina Tri Siwi Kristiyanti. 2008:175).
Ketentuan Pasal 45 ayat (2) mengatakan “Penyelesaian sengketa
konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan
berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa”. Pasal ini
menyebutkan adanya kemungkinan perdamaian diantara para pihak sebelum
mereka berpekara di pengadilan atau diluar pengadilan. Dengan demikian kata
“sukarela” harus diartikan sebagai pilihan para pihak, baik sendiri maupun
bersama-sama untuk menempuh jalan penyelesaian di pengadilan atau di luar
pengadilan, oleh karena upaya perdamaian di antara mereka gagal atau sejak
semula mereka tidak mau menempuh alternatif perdamaian (Shidarta.
2004:168).
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Alternative dispute resolution (ADR) disebut juga dengan Alternatif
Penyelesaian Sengketa (APS) dalam arti luas adalah proses penyelesaian
sengketa dibidang perdata diluar pengadilan melalui cara-cara arbitrase,
negoisasi, konsultasi, mediasi, konsiliasi yang disepakati pihak-pihak.
Menurut Undang-undang Perlindungan Konsumen, penyelesaian dari
permasalahan konsumen dapat dipecahkan melalui jalan peradilan maupun
non-peradilan. Mereka yang bermasalah harus memilih jalan untuk
memecahkan permasalahan mereka. Penyelesaian dengan cara non-peradilan
bisa dilakukan melalui Alternatif Resolusi Masalah (ARM) di BPSK,
LPKSM, Direktorat Perlindungan Konsumen atau lokasi-lokasi lain baik
untuk kedua belah pihak yang telah disetujui, ( http :// pkditjenpdn .depdag
.go.id/index.php? page=sengketa , dikases tangal 14 desember 2016 pukul
21:00 WIB).
Proses penyelesaian sengketa melalui LPKSM menurut Undang-
Undang Perlindungan Konsumen dapat dipilih dengan cara mediasi, konsiliasi
dan arbitrase. Dalam prosesnya para pihak yang bersengketa/bermasalah
bersepakat memilih cara penyelesaian tersebut. Hasil proses penyelesaiannya
dituangkan dalam bentuk kesepakatan (Agreement) secara tertulis, yang wajib
ditaati oleh kedua belah pihak dan peran LPKSM hanya sebagai mediator,
konsiliator dan arbiter. Penentuan butir-butir kesepakatan mengacu pada
peraturan yang dimuat dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen serta
undang-undang lainnya yang mendukung.
BPSK adalah institusi non struktural yang memiliki fungsi sebagai
“institusi yang menyelesaikan permasalahan konsumen diluar pengadilan
secara murah, cepat dan sederhana”. Badan ini sangat penting dibutuhkan di
daerah dan kota di seluruh Indonesia. Anggota-anggotanya terdiri dari
perwakilan aparatur pemerintah, konsumen dan pelaku usaha.
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Konsumen yang bermasalah terhadap produk yang dikonsumsi akan
dapat memperoleh haknya secara lebih mudah dan efisien melalui peranan
BPSK. Selain itu bisa juga menjadi sebuah akses untuk mendapatkan infomasi
dan jaminan perlindungan hukum yang sejajar baik untuk konsumen maupun
pelaku usaha.
Dalam menangani dan mengatur permasalahan konsumen, BPSK
memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan
dan keterangan dari para pihak yang bersengketa.. Tagihan, hasil test lab dan
bukti-bukti lain oleh konsumen dan pengusaha dengan mengikat penyelesaian
akhir.
Ketika kedua pihak telah memutuskan untuk melakukan penyelesaian
non-peradilan, nantinya ketika mereka akan pergi ke pengadilan (lembaga
peradilan) untuk masalah yang sama, mereka hanya dapat mengakhiri tuntutan
mereka di pengadilan jika penyelesaian non peradilan gagal. ARM
berdasarkan pertimbangan bahwa penyelesaian peradilan di Indonesia
memiliki kecenderungan proses yang sangat formal.
Menurut Celina, Di Indonesia, penyelesaian sengketa di luar
pengadilan  mempunyai daya tarik khusus karena keserasiannya dengan
sistem sosial budaya tradisional berdasarkan musyawarah mufakat. Beberapa
hal di bawah ini merupakan keuntungan yang sering muncul dalam
penyelesaian sengketa di luar pengadilan, yaitu:
1.   Sifat kesukarelaan dalam proses;
2.   Prosedur yang cepat;
a) Keputusan nonyudisial;
b) Kontrol tentang kebutuhan organisasi;
c) Prosedur rahasia;
46
d) Fleksibilitas dalam merancang syarat-syarat penyelesaian
masalah;
e) Hemat waktu;
f) Hemat biaya;
g) Pemeliharaan hubungan;
h) Tingginya kemungkinan untuk melaksanakan kesepakatan;
i) Kontrol dan lebih mudah memperlihatkan hasil;
j) Keputusan bertahan sepanjang waktu.
Philip  D.  Bostwick  juga  menambahkan  bahwa  ADR  (Alternative
Dispute Resolution) adalah sebuah perangkat pengalaman dan teknik hukum
yang bertujuan (Celina Tri Siwi Kristiyanti. 2008:185):
1. Menyelesaikan  sengketa  hukum  di  luar  pengadilan
demi  keuntungan para pihak (To permit legal dispute
to be resolved outside the courts for the benefits of all
disputants).
2. Mengurangi biaya litigasi konvensional dan
pengunduran waktu yang bisa terjadi (To reduce the
costs of conventional litigation and the delay to wich
it is ordinary subjected)
3. Mengurangi terjadinya sengketa hukum yang
biasanya diajukan ke Pengadilan (To prevent legal
dispute that would otherwise likely be brought to the
courts)
Instrumen hukum di Indonesia yang memuat tentang Alternatif
penyelesaian sengketa terdapat pada Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999
tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian sengketa. Undang-Undang ini
juga sebagai pendukung UUPK dalam menyelesaikan sengketa di luar
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pengadilan yang mana para pihak yang berselisih telah memilih jalan
penyelesaian sengketa di luar pengadilan (non-litigasi). Adapun cara alternatif
penyelesaian menurut Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 dapat ditempuh
dengan cara sebagai berikut:
1. Konsultasi
Pada prinsipnya konsultasi merupakan suatu
tindakan yang bersifat “personal”  antara  suatu  pihak
tertentu  yang  disebut  dengan”klien” dengan pihak
lain yang merupakan pihak “konsultan” yang
memberikan pendapatnya kepada klien tersebut untuk
memenuhi keperluan dan kebutuhan  kliennya.
Pendapat  tersebut  tidak  mengikat,  artinya  klien
bebas untuk menerima pendapatnya atau tidak.
2. Negosiasi
Negosiasi merupakan sarana bagi pihak-pihak
yang mengalami sengketa untuk mendiskusikan
penyelesaian tanpa melibatkan pihak ketiga penengah
yang tidak berwenang mengambil keputusan
(mediasi) dan pihak  ketiga  pengambil  keputusan
(arbitrase  dan  litigasi).  Negosiasi biasanya
digunakan dalam sengketa yang tidak terlalu pelik,
dimana para pihak masih bertikad baik untuk duduk
bersama dan memecahkan masalah.
3. Mediasi
Dalam  pasal  6  ayat  (3)  Undang-Undang
Nomor  30  Tahun  1999 dikatakan bahwa
kesepakatan tertulis para pihak sengketa atau beda
pendapat diselesaikan melalui bantuan seorang atau
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lebih penasihat ahli maupun melalui seorang
mediator. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa
mediasi merupakan proses negosiasi pemecahan
masalah dimana pihak luar yang tidak memmihak
(impartial) bekerja sama dengan pihak yang
bersengketa untuk membantu memperoleh
kesepakatan perjanjian dengan memuaskan Mediator
tidak memiliki kewenangan memutuskan sengketa,
mediator hanya membantu para pihak untuk
menyelesaiakn persoalan-persoalan yang dikuasakan
kepadanya.
4. Konsiliasi
Konsiliasi sebagai suatu alternative penyelesaian
sengketa di luar pengadilan   adalah   suatu   tindakan
atau   proses   untuk   mencapai perdamaian diluar
pengadilan. Untuk mencegah dilaksanakannya proses
pengadilan (litigasi), melainkan juga dalam setiap
tingkat peradilan yang sedang berlangsung, baik di
dalam maupun di luar pengadilan. Dalam konsiliasi
pihak ketiga mengupayakan perdamaian. Pihak ketiga
selaku konsiliator tidak harus duduk bersama dalam
perundingan dengan para pihak yang bersengketa,
konsiliator biasanya tidak terlibat secara mendalam
atas substansi dari perselisihan.
5. Penilaian Ahli
Yang dimaksud  penilaian  ahli  adalah pendapat
hukum  oleh lembaga arbitrase.  Dalam  suatu  bentuk
kelembagaan,  arbitrase  ternyata  tidak hanya
bertugas untuk menyelesaikan perbedaan atau
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perselisihan pendapat maupun sengketa yang terjadi
di antara para pihak dalam suatu perjanjian pokok,
melainkan juga dapat memberikan konsultasi dalam
bentuk opini atau pendapat hukum atas permintaan
dari setiap pihak yang melakukannya
Kemudian Pasal 45 ayat (3) UUPK menyebutkan “Penyelesaian
sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak
menghilangkan tanggung jawab pidana sebagaimana diatur dalam Undang-
undang.” Jelas seharusnya bukan hanya tanggung jawab pidana yang tetap
dibuka kesempatannya untuk diperkarakan, melainkan juga tanggung jawab
lainnya, misalnya di bidang administrasi negara. Konsumen yang dirugikan
haknya, tidak hanya diwakilkan oleh jaksa dalam penuntutan di peradilan
umum untuk kasus pidana, tetapi ia sendiri juga menggugat pihak lain di
lingkungan peradilan tata usaha negara jika terdapat sengketa administratif
(Shidarta. 2004:169).
Terkait dengan tanggung jawab pidana dalam Terhadap Konsumen
Pelumas Mesin Palsu, Menurut Pasal 7 huruf b Undang-Undang Nomor 8
Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dijelaskan sudah menjadi
keharusan atau kewajiban bagi pelaku usaha untuk mencantumkan petunjuk
penggunaan, informasi dan peringatan yang menunjang keselamatan bagi
konsumen pemakai, pada produk-produk pelumas mesin yang dijual di
pasaran. Menurut undang-undang tersebut salah satu kewajiban pelaku usaha
adalah ”memberikan informasi yang benar, jelas, jujur mengenai kondisi dan
jaminan barang atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan,
dan pemeliharaan”.
Selain itu pelaku usaha juga tidak melaksanakan aturan yang dilarang
pada Pasal 8 ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang
Perlindungan Konsumen bahwa Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau
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memperdagangkan   barang   dan/atau   jasa   yang “tidak   mencantumkan
informasi  dan/atau  petunjuk  penggunaan  barang  dalam  bahasa  Indonesia
sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku”.
Menurut UUPK, pelanggaran pada Pasal 8 Undang-Undang Nomor 8
tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dapat mengakibatkan pelaku
usaha dikenakan sanksi pidana. Mengenai sanksi pidana diaturnya pada Pasal
62 ayat (1) yang berbunyi: “Pelaku usaha yang melanggar ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2),
Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c huruf e, ayat (2) dan Pasal
18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana
denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah)”.
Dalam kaitannya dengan Pasal 7 huruf b dan Pasal 8 Pasal 1 huruf j,
pelaku usaha dapat dikatakan tidak melaksanakan kewajibannya dalam
memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan
jaminan pada produk pelumas mesin yang dijualnya. Untuk itu sanksi yang
bisa diberikan untuk tidak dipenuhinya kewajiban diatur dalam ketentuan
Pasal 62  ayat 3 yaitu “Terhadap pelanggaran yang mengakibatkan luka berat,
sakit berat, cacat tetap atau kematian diberlakukan ketentuan pidana  yang
berlaku.”
Menurut Shidarta, dalam kasus perdata di pengadilan negeri, pihak
konsumen yang diberi hak mengajukan gugatan menurut pasal 46 UUPK
adalah:
1. Seorang konsumen yang dirugikan atau ahli waris
yang bersangkutan;
2. sekelompok konsumen yang mempunyai kepentingan
yang sama;
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3. lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat
yang memenuhi syarat, yaitu berbentuk badan hukum
atau yayasan yang dalam anggaran dasarnya
menyebutkan dengan tegas bahwa yujuan
didirikannya organisasi itu adalah utuk kepentingan
perlindungan konsumen dan melaksanakan kegiatan
sesuai dengan anggaran dasarnya;
4. pemerintah dan/atau instansi terkait jika barang
dan/atau jasa yang dikonsumsi  atau  dimanfaatkan
mengakibatkan  kerugian  materi  yang besar dan/atau
korban yang tidak sedikit.
Pada klasifikasi yang pertama, yaitu seorang konsumen (atau ahli
warisnya) tentu saja tidak ada yang istimewa dilihat dari ketentuan beracara.
Klasifikasi kedua, gugatan dapat dilakukan oleh sekelompok konsumen yang
mempunyai kepentingan yang sama. Ketentuan ini harus dibedakan dengan
gugatan dengan mewakilkan kepada orang lain seperti diatur dalam Pasal 123
ayat (1) HIR. Penjelasan Pasal 46 menyebutkan gugatan kelompok ini dengan
istilah class action. Kemudian klasifikasi ketiga adalah lembaga swadaya
masyarakat, disini dipakai istilah “perlindungan konsumen swadaya
masyarakat”. Klasifikasi ketiga ini berkaitan dengan legal standing.
Klasifikasi keempat atau terakhir adalah pemerintah dan/atau instansi terkait.
Mereka baru akan menggugat pelaku usaha jika ada kerugian materi yang
besar dan/atau korban yang tidak sedikit. Namun, tidak disebutkan apakah
gugatan deikian masih diperlukan jika ada gugatan dari para konsumen, atau
dapat dilakukan bersamaan waktunya dengan gugatan dari pihak konsumen
yang termasuk klasifikasi-klasifikasi satu sampai tiga (Shidarta. 2004:169-
171).
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Bentuk  penyelesaian  sengketa  melalui  proses  peradilan  bertujuan
untuk mencapai kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan sesuai dengan
tujuan hukum. Namun proses ini membutuhkan waktu yang lama dan biaya
yang  tidak  sedikit.  Untuk  itu  dalam UUPK  dikenal  juga  penyelesaian
sengketa di luar pengadilan. Ketertarikan para pihak yang bersengketa
menempuh  proses  yang  terakhir  ini  adalah  untuk  memangkas  birokrasi
perkara, biaya dan waktu, ssehingga relatif rebih cepat dan biaya ringan, lebih
dapat menjaga keharmonisan sosial dengan mengembangkan budaya
musyawarah dan budaya nonkonfrotatif sehingga terjadilah win-win solution
(Celina Tri Siwi Kristiyanti. 2008:184).
Sengketa di luar pengadilan dalam UUPK terdapat pada pasal 45 ayat
(4) yang menyebutkan, “jika telah dipilih upaya penyelesaian sengketa
konsumen di luar pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat
ditempuh jika upaya itu dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau
oleh pihak yang bersengketa”. Ini berarti, penyelesaian di pengadilan pun
tetap dibuka setelah para pihak gagal menyelesaiakan sengketa mereka di luar
pengadilan (Shidarta. 2004:175).
C. Ganti rugi yang didapat konsumen terhadap pelumas mesin palsu.
Pembangunan dan perkembangan perekonomian khususnya di bidang
perindustrian dan perdagangan nasional telah menghasilkan berbagai variasi
barang/jasa yang dapat dikonsumsi. Selain itu, globalisasi dan perdagangan
bebas yang didukung oleh kemajuan teknologi telekomunikasi informatika
telah memperluas ruang gerak arus transaksi barang dan/atau jasa yang
ditawarkan bervariasi baik produksi dalam maupun produksi luar negeri.
Setiap peraturan perundang-undangan memiliki tujuan yang ingin
dicapai, baik secara sosiologis, filosofis maupun yauridis. Undang-undang
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perlindungan konsumen menuangkan tiap tujuannya dalam UUPK pasal 3,
tujuan dari perlindungan konsumen adalah :
a) meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian
konsumen untuk melindungi diri;
b) mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara
menghindarkannya dari ekses negatif pemakaian barang
dan/atau jasa;
c) meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih,
menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai
konsumen;
d) menciptakan sistem perlindungan konsumen yang
mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan
informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
e) menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai
pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh
sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam
berusaha;
f) meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang
menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau
jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan
keselamatan konsumen.
Dalam Hubungan hukum dengan pelaku usaha, konsumen memiliki
hal dan kewajiban. UUPK lebih banyak memberikan hak kepada konsumen
54
dibandingkan hak pelaku   usaha, Menurut UUPK, ada sembilan hak yang
secara eksplisit tertuang dalam Pasal 4 UUPK, yaitu:
1) hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam
mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
2) hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan
barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan
kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
3) hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai
kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
4) hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang
dan/atau jasa yang digunakan;
5) hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan
upaya, penyelesain sengketa perlindungan konsumen
secara patut;
6) hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
7) hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur
serta tidak diskriminatif;
8) hak untuk mendapatkan dispensasi, ganti rugi dan/atau
penggantian, jika barang dan/jasa yang diterima tidak
sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
9) hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan
perundang- undangan yang lain;
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Dalam pasal 4 ayat (1) UUPK, konsumen pelumas mesin berhak atas
kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam penggunanan pelumas mesin.
Konsumen juga berhak informasi yang benar, jelas dan jujur terkait kondisi
pelumas mesin yang hendak dibeli oleh konsumen sesuai dengan pasal 4 ayat
(3) UUPK. Sedang dalam pasal 4 ayat (5) UUPK konsumen pelumas mesin
berhak atas advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa terkait
perlindungan konsumen pelumas mesin. Disamping itu konsumen berhak atas
dispensasi, ganti rugi sesuai dengan pasal 4 ayat (8) bila barang yang
diteriman konsumen tidak sesuai dengan yang di perjanjikan.
Sedangkan kewajiban konsumen menurut Pasal 5 UUPK adalah:
1. membaca   atau   mengikuti   petunjuk   informasi   dan
prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa
demi keamanan dan keselamatan
2. beritikad   baik   dalam   melakukan   transaksi   pembelian
barang dan/atau jasa;
3. membayar sesuai dengan nilai tukar yang dispakati;
4. mengikuti   upaya   penyelesaian   hukum   sengketa
perlindungan konsumen secara patut;
Sehubungan   dengan   hak-hak   konsumen   diatas,   maka   hak
konsumen pada huruf a dan c adalah yang paling terkait dengan permasalahan
diatas. Dengan pelaku usaha mencantumkan petunjuk pemakaian dan/atau
peringatan dan informasi untuk keamanan dan keselamatan pemakai, maka
hak-hak lain akan terpenuhi dengan sendirinya.  Tetapi  seperti  yang  penulis
kemukakan  diatas,  bahwa petunjuk informasi tidak dicantumkan oleh pelaku
usaha, jadi hak konsumen belum dipenuhi oleh pelaku usaha sesuai Pasal 4
ayat (2) dan (3) .
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Konsumen berhak mendapatkan keamanan dari barang dan jasa,
maksudnya, produk barang dan/jasa itu tidak boleh membahayakan jika
dikonsumsi atau dipakai sehingga konsumen tidak dirugikan secara jasmani
atau rohani (Shidarta. 2004:21-22).
Jika dikaitkan dengan hak konsumen atas keamanan, maka setiap
produk yang mengandung resiko terhadap kemanan konsumen, wajib disertai
informasi berupa petunjuk pemakaian yang jelas. Menurut Troelstrup,
konsumen pada saat ini membutuhkan banyak informasi yang lebih relevan
dibandingkan dengan saat 50 tahun yang lalu. alasannya, saat ini (Shidarta.
2004:24-25):
Kerugian yang diderita oleh konsumen akibat mengonsumsi atau
menggunakan produk cacat tersebut, memberikan konsekuensi berupa
tanggungjawab yang dibebankan kepada pelaku usaha untuk memberikan
ganti rugi, sebagaimana dinyatakan pada pasal 19 ayat  (1)  Undang-Undang
Nomor  8 Tahun 1999  tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), tanggung
jawab pelaku usaha, meliputi: (Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo. 2005:127)
a. Tanggung jawab ganti kerugian atas kerusakan
b. Tanggung jawab ganti kerugian atas
pencemaran;
c. Tanggung jawab ganti kerugian atas kerugian
konsumen.
Dasar pertanggung-jawaban Menurut pasal 19-28 Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ini, dapat
dikemukakan bahwa undang-undang ini tidak jelas menyebutkan apa yang
menjadi dasar pertanggung-jawaban pelaku usaha,apakah kesalahan atau
resiko,(janus sidabalok. 2014:138).
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Pasal 19 ayat (1) menentukan;
Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas
kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat
mengkonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau
diperdagangkan
Kemudian, Pasal 24 ayat (1) menentukan;
Pelaku usaha yang menjual barang dan atau jasa kepada pelaku usaha
lain bertanggung jawab atas tuntutan ganti rugi dan atau gugatan
konsumen apabila....
Petunjuk baru ditemukan pada pasal 19 ayat (3) Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menentukan
jangkat waktu pemberian ganti rugi  sebagai bentuk tanggung jawab
produsen-pelaku usaha  yang dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 hari
setelah tanggal transaksi, yang mengindikasikan bahwa tanggung jawab itu
sifatnya mutlak, yang berarti tanpa kesalahan sebab pasal 19 ini tak
bermagsud untuk diselesaikan melalui pengadilan dengan terlebih dahulu
melakukan proses pembuktian. Artinya, menurut pembuat undang-undang ini,
jika konsumen menderita kerugian, ia dapat langsung menenuntut penggantian
dari produsen-pelaku usaha dan produsen-pelaku usaha serta-merta member
ganti kerugian kepada konsumen (janus sidabalok. 2014:138).
Kententuan pasal 19 ayat (5) menentukan ;
Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak
berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan
tersebut merupakan kesalahan konsumen
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Pasal diatas menegaskan bahwa dasar pertanggung-jawaban itu adalah
kesalahan, dimana apabila pelaku usaha dapat membuktikan kesalahan tidak
ada padanya, tetapi merupakan konsumen, maka ketentuan pada pasal 19 ayat
(3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
menjadi tidak berlaku (janus sidabalok,2014,138).
Pada pasal 19  dan seterusnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999
tentang Perlindungan Konsumen tidak menentukan besarnya ganti rugi
sehubungan dengan sengketa konsumen. Hal ini logis karena sejumlah
kerugian berdeda-beda menurut peristiwanya dan hanya memberikan petunjuk
seperti pada pasal 19 ayat (1) dan pasal 20.
pada pasal 19 ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  8 Tahun 1999
tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) menyebutkan unsur-unsur kerugian
yang menjadi tanggung-jawab produsen-pelaku usaha terdiri dati kerugian
atas kerusakan, kerugian atas pencemaran, dan kerugian konsumen. Pada
dasarnya bentuk atau wujud ganti kerugian dalam sengketa konsumen
menurut 19 ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  8 Tahun 1999  tentang
Perlindungan Konsumen adalah; (janus sidabalok. 2014:138)
1. Pengembalian uang
Adalah mengembalikan uang yang telah dibayarkan
oleh konsumen pada waktu traksaksi terjadi.
2. Penggantian barang dan/atau jasa
Yaitu menyerahkan barang dan/atau jasa dengan
barang dan /atau jasa lain sebagai pengganti barang
dan/atau jasa yang telah  diterima konsumen,
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dikarenakan barang dan/atau jasa sebelumnya tak dapat
digunakan untuk memenuhi kebutuhanya.
3. Perawatan kesehatan
Produsen-pelaku usaha mengganti mengganti biaya
perawatan yang di tanggung konsumen karena menderita
penyakit akibat dari memakai atau mengkonsumsi
barang dan/atau jasa yang diberikan oleh produsen-
pelaku usaha.
4. Pemberian santunan
Yaitu memberikan sejumlah uang kepada konsumen
atau ahli warisnya apabila konsumen cacat atau
meninggal sebagai akibat dari memakai atau
mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang diberikan oleh
pelaku usaha.
Berdasarkan penjelasan di atas dapat dikatakan bahwa terkait ganti
rugi yang dapat diterima oleh konsumen pengguna/pemakan pelumas mesin
palsu terdapat dalam poin 1 dan 2 yang paling logis karena pertama, adalah
nilai barang yang tidak terlalu mahal(terggantung nilai transaksi). Kedua, poin
1 dan 2 lebih mudah diterapkan. Namun jika mengacu pada 19 ayat  (1)
Undang-Undang  Nomor  8 Tahun 1999  tentang Perlindungan Konsumen
maka ganti rugi yang dapat diterima konsumen terhadap pelumas mesin palsu
yang dapat diterima berupa;
1) Tanggung jawab ganti kerugian atas kerusakan
2) Tanggung jawab ganti kerugian atas kerugian konsumen.
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BAB IV
PENUTUP
 Kesimpulan
Dari   pembahasan   yang   telah   penulis   sampaikan   diatas,   dapat
disimpulkan bahwa:
1. Dalam memberikan perlindungan bagi pelaku usaha dan konsumen
atas pelumas mesin palsu, peraturan perundang-undangan yang
berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan
Konsumen telah cukup memberikan perlindungan bagi konsumen
2. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang
Perlindungan Konsumen, penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan
konsumen terkait pelumas mesin palsu dari permasalahan konsumen
dapat dipecahkan melalui jalan peradilan maupun non-peradilan.
Penyelesaian dengan cara non-peradilan dapat dilakukan melalui
BPSK, LPKSM, Direktorat Perlindungan Konsumen atau lokasi-lokasi
lain baik untuk kedua belah pihak yang telah disetujui.
3. Ganti kerugian yang dapat diterima konsumen terhadap pelumas mesin
palsu menurut 19 ayat  (1) Undang-Undang  Nomor  8 Tahun 1999
tentang Perlindungan Konsumen berupa;
1) Tanggung jawab ganti kerugian atas kerusakan
2) Tanggung jawab ganti kerugian atas kerugian konsumen.
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 Saran
Secara teori Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen sudah cukup menjadi paying hukum dalam memberikan
perlindungan baik bagi konsumen maupun produsen-pelaku usaha, namun
konsumen di tuntut jeli mengingat fakta bahwa konsumen merupakan posisi
di kasta terbawah sehingga memiliki daya tawar yang lebih rendah dari
produsen-pelaku usaha. Oleh karena itu pemerintah disarankah
1. lebih menekankan pendidikan tentang perlindungan konsumen secara
terbatas terhadap masyarakat awam agar masyarakat tidak buta atau
melek hukum.
2. mengayomi para produsen-pelaku usaha demi mencegah terjadinya
kerugian baik dari salah satu pihak maupun semua pihak.
3. meningkatkan mutu standar pelumas secara masal dengan membuat
standar mutu berupa Standar Nasional Indonesia (SNI).
4. Penertipan berkala dan penindakan hukum secara tegas terhadap pelaku
usaha yang nakal
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